
BUPATI PACITAN 
PROVINSIJAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR 51 TAHUN 2 0 2 0 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2016 TENTANG 
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, 

S E R T A TATA K E R J A SATUAN POLIS I PAMONG PRAJA 
KABUPATEN PACITAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S A 

BUPATI PACITAN, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi 
Satuan Polisi Pamomg Praja Kabupaten Pacitan, guna 
men ingkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan 
fungsinya, maka Peraturan Bupa t i Nomor 61 T a h u n 2016 
tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi , Susunan Organisasi, 
serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 
Pacitan per lu disesuaikan; 

b. bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana d imaksud pada 
h u r u f a diatas, per lu menetapkan Peraturan Bupa t i tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupa t i Nomor 61 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi , Susunan Organisasi, 
serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 
Pacitan; 

Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara T a h u n 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa ka l i 
d iubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
5679); 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 T a h u n 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara T a h u n 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah d iubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Lembaran 
Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5887); 
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana 
te lah d iubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2020 Nomor 1) ; 

Mengingat : 1. 

2. 



4. Peraturan Bupa t i Nomor 61 T a h u n 2016 tentang Kedudukan, 
Tugas dan Fungsi , Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja 
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2016 TENTANG 
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, 
S E R T A TATA K E R J A SATUAN POLIS I PAMONG PRAJA 
KABUPATEN PACITAN. 

Pasal I 

Beberapa ke tentuan dalam Peraturan Bupa t i Nomor 61 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi , Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi 
Pamong Praja, d iubah sebagai ber ikut : 

1. Ketentuan dalam Pasal 7 diubah dan selengkapnya Pasal 7 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 7 

Sekretariat mempunya i tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan 
kegiatan, pembinaan dan pemberian d u k u n g a n pelayanan admin is t ra t i f yang 
me l iput i u m u m , kepegawaian, keuangan, program, evaluasi, dan pelaporan 
kepada se luruh u n i t organisasi, serta peningkatan sumber daya aparatur d i 
l ingkungan Satuan Polisi Pamong Praja. 

2. Ketentuan dalam Pasal 11 diubah dan selengkapnya Pasal 11 berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 11 

(1) Sub Bagian U m u m dan Kepegawaian mempunya i tugas melaksanakan 
sebagian tugas Sekretariat yang terkai t dengan u m u m dan kepegawaian. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. meny iapkan dan melaksanakan ketatausahaan perkantoran; 
b. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan r u m a h tangga; 
c. meny iapkan dan melaksanakan ketata laksanaan perlengkapan dan 

barang m i l i k daerah; 
d. meny iapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan persuratan dan 

kearsipan; 
e. meny iapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kehumasan dan 

protokol ; 
f. meny iapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kepegawaian; 
g. menyusun perencanaan dan pengembangan Sumber Daya Aparatur d i 

l ingkungan Satuan Polisi Pamong Praja; dan 
h . melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleh Sekretaris Dinas. 



3. Ketentuan dalam Pasal 17 diubah dan selengkapnya Pasal 17 berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 17 

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah melaksanakan 
sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja yang me l iput i pembinaan dan 
penyu luhan Peraturan Perundang-Undangan Daerah, penyel idikan dan 
penyid ikan. 

4. Ketentuan dalam Pasal 18 diubah dan selengkapnya Pasal 18 berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 18 

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah da lam 
melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalam Pasal 17, menyelenggarakan 
fungsi: 
a. pe rumusan kebi jakan, pelaksanaan kebi jakan, pelaksanaan evaluasi 

kebi jakan, penyelenggaraan adminis t ras i pembinaan dan penyu luhan 
peraturan perundang-undangan daerah, penyel idikan dan penyid ikan; 

b. penyelenggaraan pengembangan, pengkajian kebi jakan penegakan 
perundang-undangan daerah;dan 

c. pelaksanaan fungsi la in yang d iber ikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamomg 
Praja sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

5. Ketentuan dalam Pasal 19 diubah dan selengkapnya Pasal 19 berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 19 

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah terd i r i dar i : 
a. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Daerah; 
b. Seksi Penyelidikan; dan 
c. Seksi Penyidikan. 

6. Ketentuan judul Bagian Keempat BAB IV diubah dan selengkapnya judul 
Bagian Keempat BAB IV berbunyi sebagai berikut: 

Bagian Keempat 
Seks i Penyel idikan 

7. Ketentuan dalam Pasal 22 diubah dan selengkapnya Pasal 22 berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 22 

(1) Seksi Penyelidikan berada d i bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Bidang. 

(2) Seksi Penyelidikan d ip imp in oleh Kepala Seksi. 



8. Ketentuan dalam Pasal 23 diubah dan selengkapnya Pasal 23 berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 23 

(1) Seksi Penyelidikan mempunya i tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang 
Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah yang terkai t dengan 
penyel idikan. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kr i ter ia penyel idikan; 
b. meny iapkan bahan perumusan kebi jakan teknis daerah tentang 

penyel id ikan; 
c. melaksanakan kebi jakan teknis daerah tentang penyel idikan; 
d. melaksanakan penindakan preventif terhadap pelanggaran peraturan 

perundang-undangan daerah; 
e. menyiapkan rencana operasional penegakan peraturan perundang-

undangan daerah; 
f. melaksanakan penyel idikan terhadap pelanggaran pera turan perundang-

undangan daerah serta gangguan ketentraman dan ketert iban u m u m ; 
g. mengumpu lkan data dan informasi pelanggaran p roduk h u k u m daerah; 
h . menganal isa dan member ikan per t imbangan teknis penyusunan produk 

h u k u m daerah; 
i . melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kiner ja program 

pen3'elidikan; dan 
j . melaksanakan tugas-tugas la in yang d iber ikan oleh Kepala Bidang 

Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah. 

9. Ketentuan judul Bagian Ke l ima BAB IV diubah dan selengkapnya judul 
Bagian Ke l ima BAB IV berbunyi sebagai berikut: 

Bagian Ke l ima 
Seks i Penyidikan 

10. Ketentuan dalam Pasal 24 diubah dan selengkapnya Pasal 24 berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 24 

(1) Seksi Penyidikan, berada d i bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Bidang. 

(2) Seksi Penyidikan d ip imp in oleh Kepala Seksi. 

11. Ketentuan dalam Pasal 25 diubah dan selengkapnya Pasal 25 berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 25 

(1) Seksi Penyidikan, mempunya i tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang 
Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah yang terka i t dengan 
penyid ikan. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. menyusun rencana program kerja pelayanan Penyidikan; 
b. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kr i t e r ia Penyidikan; 
c. meny iapkan bahan perumusan kebi jakan teknis daerah tentang 

Penyidikan; 



d. melaksanakan kebi jakan teknis daerah tentang Penyidikan; 
e. menyiapkan rencana operasional penegakan peraturan perundang-

undangan daerah; 
f. melaksanakan Penyidikan terhadap pelanggaran pera turan perundang-

undangan daerah serta gangguan ketentraman dan ketert iban u m u m ; 
g. mengkoordinir kegiatan penyid ikan terhadap pelanggaran pera turan 

perundang-undangan daerah; 
h . melaksanakan pengadministrasian, pengamanan dan pemusnahan 

barang b u k t i pelanggaran pera turan perundang-undangan daerah; 
i . menyelenggarakan pembinaan dan pemberdayaan penyidik pegawai 

negeri s ip i l ; 
j . melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kiner ja program 

Penyidikan; dan 
k. melaksanakan tugas-tugas la in yang d iber ikan oleh Kepala Bidang 

Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah. 

12. Ketentuan dalam Pasal 31 ayat (2) diubah dan selengkapnya Pasal 31 
berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 31 

(1) Seksi Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketert iban mempunya i 
tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Ketert iban U m u m Dan 
Ketentraman Masyarakat yang terka i t dengan penanganan gangguan 
ketentraman dan ketert iban. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. menyusun rencana kerja pelayanan penanganan gangguan ketentraman 

dan ketert iban; 
b. menyiapkan, merumuskan , melaksanakan kebi jakan teknis daerah 

da lam penanganan gangguan ketentramgm dan ketert iban; 
c. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kr i ter ia penanganan 

gangguan ketentraman dan ketert iban; 
d. meny iapkan bahan koordinasi penanganan gangguan ketentraman dan 

ketert iban dengan p ihak la in ; 
e. member ikan pelayanan penanganan gangguan ketentraman dan 

ketert iban; 
f. melaksanakan pengamanan dan pengawalan t a m u negara, pejabat 

daerah, orang penting, tempat-tempat pent ing, kegiatan massa dan 
kegiatan pemerintah; 

g. melaksanakan pengelolaan admin is t ras i dan dokumentas i program 
penanganan gangguan ketentraman dan keter t iban; 

h . evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebi jakan teknis daerah dalam 
penanganan gangguan ketentraman dan keter t iban; dan 

i . melaksanakan tugas-tugas la in yang d iber ikan oleh Kepala Bidang 
Ketert iban U m u m dan Ketentraman Masyarakat. 

13. Ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) diubah dan selengkapnya Pasal 33 
berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 33 

(1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunya i tugas melaksanakan 
sebagian tugas Bidang Ketert iban U m u m Dan Ketentraman Masyarakat 
yang terka i t dengan pengawasan dan pengendalian. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. menyusun rencana kerja pelayanan pengawasan dan pengendalian; 



b. meny iapkan bahan perumusan kebi jakan teknis daerah dalam 
pengawasan dan pengendalian; 

c. melaksanakan kebi jakan teknis daerah dalam pengawasan dan 
pengendalian; 

d. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kr i t e r ia pengawasan dan 
pengendalian; 

e. melaksanakan deteksi d i n i terhadap potensi ancaman gangguan 
ketentraman dan ketert iban u m u m ; 

f. melaksanakan kegiatan patro l i wi layah; 
g. meny iapkan bahan koordinasi dan kerjasama pengawasan dan 

pengendalian dengan p ihak la in ; 
h . melaksanakan pembinaan dan penyu luhan ketentraman dan ketert iban 

u m u m ; 
i . melaksanakan t indakan pre-emtif non yust is ia l u n t u k menjaga 

ketentraman dan ketert iban masyarakat; 
j . melaksanakan pengelolaan, admin is t ras i dan dokumentas i program 

pengawasan dan pengendalian; 
k. mengh impun data, moni tor ing , evaluasi dan penyusunan laporan 

kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian ketentraman 
masyarakat; dan 

1. melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleh Kepala Bidang Ketert iban 
U m u m dan Ketentraman Masyarakat. 

14. Ketentuan dalam Pasal 35 ayat (2) diubah dan selengkapnya Pasal 35 
berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 35 

(1) Seksi Operasi Ketentraman dan Ketert iban mempunya i tugas 
melaksanakan sebagian tugas Bidang Ketert iban U m u m Dan Ketentraman 
Masyarakat yang terka i t dengan operasi ke tentraman dan ketert iban. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. menyusun rencana kerja pelayanan operasi ke tentraman dan 

ketert iban; 
b. melaksanakan kebi jakan teknis daerah da lam penyelenggaraan operasi 

ke tentraman dan keter t iban; 
c. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kr i ter ia operasi 

ke tentraman dan ketert iban; 
d. meny iapkan bahan koordinasi dengan p ihak la in dalam penanganan 

operasi penert iban gangguan ketentraman dan ketert iban u m u m ; 
e. melaksanakan t i ndakan represif non yust is ia l terhadap segala ben tuk 

pelanggaran dan gangguan ketert iban u m u m dan ketentraman 
masyarakat; 

f. meny iapkan sarana dan prasarana operasi penert iban gangguan 
ketentraman dan ketert iban u m u m ; 

g. melaksanakan pengelolaan admin is t ras i dan dokumentas i operasi 
penert iban; 

h . melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
operasi penert iban gangguan ketentraman dan ketert iban u m u m ; dan 

i . melaksanakan tugas l a in yang d iber ikan oleh Kepala Bidang Ketert iban 
U m u m dan Ketentraman Masyarakat. 



15. Ketentuan dalam Pasal 49 diubah dan selengkapnya Pasal 49 berbunyi 
sebagai berikut : 

Pasal 49 

Bidang Perl indungan Masyarakat terd ir i da r i : 
a. Seksi Operasi Per l indungan Masyarakat; 
b. Seksi B ina Potensi Masyarakat; dan 
c. Seksi Pemberdayaan Satuan Per l indungan Masyarakat. 

16. Ketentuan judu l Bagian Ketiga BAB V I I diubah dan selengkapnya judul 
Bagian keempat BAB VI I berbunyi sebagai berikut: 

Bagian Ketiga 
Seks i Operasi Perlindungan Masyarakat 

17. Ketentuan dalam Pasal 50 diubah dan selengkapnya Pasal 50 berbunyi 
sebagai berikut : 

Pasal 50 

(1) Seksi Operasi Per l indungan Masyarakat berada d i bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Bidang. 

(2) Seksi Operasi Per l indungan Masyarakat d ip imp in oleh Kepala Seksi. 

18. Ketentuan dalam Pasal 51 diubah dan selengkapnya Pasal 51 berbunyi 
sebagai berikut : 

Pasal 51 

(1) Seksi Operasi Per l indungan Masyarakat mempunya i tugas melaksanakan 
sebagian tugas Bidang Per l indungan Masyarakat yang terkai t dengan 
operasi per l indungan masyarakat. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. menyusun rencana kerja operasi per l indungan masyarakat; 
b. meny iapkan bahan perumusan kebi jakan teknis daerah bidang 

per l indungan masyarakat; 
c. melaksanakan kebi jakan teknis daerah bidang per l indungan 

masyarakat; 
d. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kr i t e r ia per l indungan 

masyarakat; 
e. merencanakan, melaksanakan pengerahan dan pengendalian sumber 

daya potensi masyarakat u n t u k penanggulangan bencana; 
f. merencanakan, melaksanakan dan mengendal ikan potensi 

per l indungan masyarakat u n t u k membantu penanganan ketentraman, 
ketert iban dan keamanan; 

g. melaksanakan pemantauan, pengendalian dan deteksi d in i terhadap 
segala potensi ancaman bencana; 

h . melaksanakan pengelolaan admin is t ras i dan dokumentas i per l indungan 
masyarakat; 

i . melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja 
per l indungan masyarakat; dan 

j . melaksanakan tugas l a in yang d iber ikan Kepala Bidang Per l indungan 
Masyarakat. 



19. Ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) diubah dan selengkapnya Pasal 53 
berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 5 3 

(1) Seksi B ina Potensi Masyarakat mempunya i tugas melaksanakan sebagian 
tugas Bidang Perl indungan Masyarakat yang terkai t dengan b ina potensi 
masyarakat. 

(2} Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. menyusun rencana kerja pelayanan b ina potensi masyarakat; 
b. menyiapkan bahan perumusan, melaksanakan dan mengevaluasi 

kebi jakan teknis b ina potensi masyarakat; 
c. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kr i ter ia b ina potensi 

masyarakat; 
d. melaksanakan pembinaan dan penyu luhan ke l inmasan; 
e. mendata, menetapkan dan mengukuhkan potensi masyarakat menjadi 

Satuan Per l indungan Masyarakat; 
f. melaksanakan perencanaan, meny iapkan dan membina personalia 

yang menangani perlengkapan dan peralatan penanggulangan bencana 
sesuai spesifikasinya; 

g. melaksanakan pengelolaan admin is t ras i dan dokumentas i program 
b ina potensi masyarakat; 

h . melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan kiner ja program b ina 
potensi masyarakat; dan 

i . melaksanakan tugas l a in yang d iber ikan oleh Kepala Bidang 
Per l indungan Masyarakat. 

20 . Ketentuan dalam Pasal 55 ayat (2) diubah dan selengkapnya Pasal 55 
berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 55 

(1) Seksi Pemberdayaan Satuan Per l indungan Masyarakat mempunya i tugas 
melaksanakan sebagian tugas Bidang Perl indungan Masyarakat yang 
terka i t dengan pemberdayaan satuan per l indungan masyarakat. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (!}, me l iput i : 
a. menyusun rencana kerja pemberdayaan satuan per l indungan 

masyarakat; 
b. menyiapkan bahan perumusan kebi jakan teknis pemberdayaan 

satuan per l indungan masyarakat; 
c. melaksanakan kebi jakan teknis daerah pemberdayaan satuan 

per l indungan masyarakat; 
d. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kr i t e r ia pemberdayaan 

satuan per l indungan masyarakat; 
e. men ingkatkan kesiagaan masyarakat da lam menghadapi bencana; 
f. menyelenggarakan pendid ikan dan pelat ihan ke l inmasan secara 

berjenjang; 
g. melaksanakan koordinasi dan fasil itasi penyelenggaraan pendid ikan 

dan pe lat ihan lan jutan satuan per l indungan masyarakat; 
h . melaksanakam pengelolaan admin is t ras i dan dokumentas i 

pemberdayaan satuan per l indungan masyarakat; 
i . melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja program 

pemberdayaan satuan per l indungan masyarakat; dan 
j . melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleh Kepala B idang 

Perl indungan Masyarakat. 



21 . Ketentuan dalam Pasal 56 diubah dan selengkapnya Pasal 56 berbunyi 
sebagai berikut : 

Pasal 56 

(1) Pejabat fungsional berkedudukan d ibawah dan bertanggung jawab secara 
langsung kepada pejabat p imp inan tinggi pratama, pejabat administrator , 
a tau pejabat pengawas yang memi l ik i keterkai tan dengan pelaksanaan 
tugas JF . 

(2) Pejabat fungsional memi l ik i tugas member ikan pelayanan fungsional yang 
berdasarkan pada keahl ian dan keterampi lan ter tentu . 

(3) Kelompok Jabatan Fungsional terd i r i dar i : 
a. pejabat fungsional keahl ian; dan 
b. pejabat fungsional ke t rampi lan . 

(4) Kelompok j aba tan fungsional sebagaimana d imaksud pada ayat (1) dapat 
d ikoord in i r oleh seorang tenaga fungsional senior yang d i t u n j u k d iantara 
tenaga fungsional. 

(5) J u m l a h tenaga fungsional sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i te tapkan 
sesuai k e b u t u h a n dan beban kerja. 

22 . Ketentuan dalam Pasal 61 diubah dan selengkapnya Pasal 61 berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 61 

(1) Nomenklatur dan nama jaba tan pada Satuan Polisi Pamong Praja 
Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan tetap mengacu pada Peraturan 
Bupa t i Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Tugas dan Fungsi , 
Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja 
Kabupaten Pacitan sampai dengan pe lant ikan pejabat ba ru sesuai dengan 
Peraturan Bupa t i i n i . 

(2) Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan 
Peraturan Bupa t i Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan 
Fungsi , Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja 
Kabupaten Pacitan sampai dengan pe lant ikan pejabat baru sesuai dengan 
Peraturan Bupa t i i n i . 

23 . Ketentuan dalam lampiran diubah dan selengkapnya berbunyi 
sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dengan Peraturan Bupati in i 



Pasal I I 

Peraturan Bupa t i i n i mu l a i ber laku pada tanggal d iundangkan . 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkem pengundangan Peraturan Bupa t i 
i n i dengan penempatannya dalam Beri ta Daerah Kabupaten Pacitan. 

Di te tapkan d i Pacitan 
Pada tanggal 25 - 5 - 2020 

BUPATI PACITAN 

INDARTATO 

Diundangkan di Pacitan 
Pada tanggal 25 Mei 2020 

S E K R E T A R I S DAERAH 
KABUPATEN PACITAN 

Dr. Ir. H E R U WIWOHO SP, M.Si 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19670716 199202 1 002 

B E R I T A DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2 0 2 0 NOMOR 51 
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BIDANG PENEGAKAN 
PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN DAERAH 
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DAN KENTENTRAMAN 
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SEKSI PEMBINAAN DAN 
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